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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023

BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noor 4389);

4.Undang-Undang...




10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14 .Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
96);

25.Peraturan...
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor
48);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 49);
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 116 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2021 Nomor 116);

Memperhatikan:...
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Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Menetapkan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Bupati adalah Bupati Bondowoso.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaaan
pembangunan daerah yang berlaku mulai pada saat Peraturan
Bupati ini diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

BAB III...
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BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk:

(2)

a.

oo

f.

menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disesuaikan
dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang
diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Tahun 2022;
menjabarkan arahan umum Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2018-2023;

mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD;
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan
merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan
dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu
kekuatan pembangunan;

memberikan arahan dan sekaligus tolok ukur keberhasilan
pembangunan;

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

a.

tersedianya rumusan program strategis dalam skala
prioritas dan merupakan indikasi program APBD Tahun
Anggaran 2023;
tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD
Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mengacu pada visi,
misi, tujuan, dan sasaran RKPD Tahun 2023 dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan
melalui Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian
kinerja Pemerintah Daerah;
sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen
bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-
program pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD
Tahun 2023;
mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian
kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;
sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2023;
menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah;
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2023;
menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan
program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
j-mewujudkan...
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j. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan
alokasi sumber daya dalam pembangunan;

k. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

1. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan

m. mewujudkan  keterkaitan dan  konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian,
dan pengawasan;

n. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
dan

0. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai
bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD
Tahun 2023 di DPRD;

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 untuk
menyusun program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pada
APBD.

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(8) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 juu a022

7., 'BUPATI BONDOWOSO,

e

\

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 37



RKPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023

KODE URUSAN KODE PROGRAM PERANGKAT DAERAH PAGU
URUSAN PROGRAM

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Pendidikan 345.557.517.400
KABUPATEN/KOTA

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 139.756.948.400

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan 217.700.000

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan 303.335.000

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan 312.000.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Kesehatan 54.729.635.927
KABUPATEN/KOTA

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|Dinas Kesehatan 109.482.627.242
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Nangkaan 1.381.472.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Kotakulon 680.590.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA [FKTP Kademangan 898.641.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Tenggarang 1.961.398.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA [FKTP Tegalampel 1.087.940.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Tamankrocok 771.208.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Wringin 2.139.791.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Pakem 1.354.373.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Curahdami 1.772.298.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Binakal 1.120.327.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA |FKTP Grujugan 2.277.007.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Maesan 2.638.882.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Tamanan 2.412.107.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Jambesari 1.884.859.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Pujer 2.357.049.000
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Tlogosari 2.879.934.000

KESEHATAN MASYARAKAT




KODE URUSAN KODE PROGRAM PERANGKAT DAERAH PAGU
URUSAN PROGRAM
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA |FKTP Wonosari 2.170.460.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Tapen 1.677.780.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Sukosari 946.296.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA FKTP Sumber Wringin 1.845.664.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Prajekan 1.268.911.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA FKTP Sempol 1.131.220.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Klabang 747.876.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Botolinggo 1.473.478.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA|FKTP Cermee 2.591.425.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Dinas Kesehatan 3.736.702.000
KESEHATAN
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN Dinas Kesehatan 169.795.191
MINUMAN
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan 1.777.757.000
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi 178.555.620.000
KABUPATEN/KOTA
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA |Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi 37.438.382.082
KESEHATAN MASYARAKAT
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi 3.960.000.000
KESEHATAN
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina 19.216.580.000
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN/KOTA Konstruksi
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina 38.207.159.500
UMUM DAN PENATAAN RUANG Konstruksi
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina 3.616.418.000
UMUM DAN PENATAAN RUANG Konstruksi
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina 93.727.585.039
UMUM DAN PENATAAN RUANG Konstruksi
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina 943.439.000
UMUM DAN PENATAAN RUANG Konstruksi
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN |Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 18.488.710.460
UMUM DAN PENATAAN RUANG AIR MINUM dan Tata Ruang
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  |Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 12.737.685.650
UMUM DAN PENATAAN RUANG dan Tata Ruang
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 10.200.000.000

UMUM DAN PENATAAN RUANG

dan Tata Ruang
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1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 818.000.000
UMUM DAN PENATAAN RUANG dan Tata Ruang
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 1.391.150.000
UMUM DAN PENATAAN RUANG dan Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 5.823.279.585
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA dan Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 399.859.998
DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 4,731.394.000
DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 7.327.226.097
DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM |Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 10.969.533.119
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PSU) dan Tata Ruang
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 362.202.984
dan Tata Ruang
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN |1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Satuan Polisi Pamong Praja 7.947.597.000
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN |1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |Satuan Polisi Pamong Praja 5.546.819.000
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN |1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN Satuan Polisi Pamong Praja 6.533.659.500
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
MASYARAKAT
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN |1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.719.153.250
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN KABUPATEN/KOTA
MASYARAKAT
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN |1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.015.974.000
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 5.963.349.884
KABUPATEN/KOTA Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 319.906.700
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK |Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 101.920.500
KEKERASAN Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 1.998.792.700
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 16.102.247.450
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 308.562.400
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 51.500.000

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
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2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 240.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 300.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 190.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 320.000.000
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN |2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 240.000.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN |2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 5.667.567.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN |2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA |Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 3.701.280.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KS) Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Lingkungan Hidup 14.409.154.060
HIDUP KABUPATEN/KOTA

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 250.000.000
HIDUP

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Dinas Lingkungan Hidup 550.000.000
HIDUP LINGKUNGAN HIDUP

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup 600.000.000
HIDUP

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000
HIDUP LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN |Dinas Lingkungan Hidup 225.000.000
HIDUP LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |Dinas Lingkungan Hidup 150.000.000
HIDUP

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Lingkungan Hidup 9.009.000.000
HIDUP

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.766.013.500
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 593.818.600

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.431.395.500
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 209.082.000
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.247.506.700
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN/KOTA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.160.000.000
MASYARAKAT DAN DESA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 124.183.800
MASYARAKAT DAN DESA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.453.068.300
MASYARAKAT DAN DESA
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN |2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.193.756.900
MASYARAKAT DAN DESA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Perhubungan 7.052.884.900
KABUPATEN/KOTA
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Dinas Perhubungan 29.033.019.900
(LLAJ)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Komunikasi dan Informatika 9.041.075.060
DAN INFORMATIKA KABUPATEN/KOTA
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi dan Informatika 2.879.148.500
DAN INFORMATIKA
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 13.931.983.770
DAN INFORMATIKA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Dinas Komunikasi dan Informatika 550.000.000
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN Dinas Komunikasi dan Informatika 470.000.000
INFORMASI
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 9.139.698.684
USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN/KOTA
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 404.200.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 230.000.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 520.000.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH USAHA MIKRO (UMKM)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 9.864.857.000
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 650.000.000
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3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 685.000.000
BARANG PENTING
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 1.360.000.000
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 2.150.000.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 13.681.432.700
331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 75.000.000
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 200.000.000
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  |2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 2.379.160.500
Pintu, dan Tenaga Kerja
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 2.397.172.500
Pintu, dan Tenaga Kerja
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  |2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 208.529.300
Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 3.742.310.000
MODAL KABUPATEN/KOTA Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 128.046.700
MODAL Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 112.829.800
MODAL Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 380.524.000
MODAL Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 456.890.800
MODAL Pintu, dan Tenaga Kerja
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN |Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 10.300.000
MODAL MODAL Pintu, dan Tenaga Kerja
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.919.874.300
KABUPATEN/KOTA
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.608.458.200
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 341.800.000
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 898.026.300
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.952.980.000
DAN OLAHRAGA
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.640.957.000
DAN OLAHRAGA
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 550.000.000
DAN OLAHRAGA
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1.788.700.000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 129.000.000
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2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 372.700.000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 435.000.000
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 23.500.000
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 5.235.070.900
KABUPATEN/KOTA
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 19.186.854.280
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.452.500.000
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 5.165.751.680
EKONOMI KREATIF
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 409.560.000
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 932.899.068
MASYARAKAT
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 250.000.000
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 131.140.000
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 22.876.547.156
KABUPATEN/KOTA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.470.283.500
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 5.162.500.000
PERTANIAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 70.000.000
PERTANIAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.265.000.000
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN |3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Peternakan dan Perikanan 40.560.000
PERIKANAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN |3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Dinas Peternakan dan Perikanan 5.077.707.100
PERIKANAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN |3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Peternakan dan Perikanan 174.360.000
PERIKANAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Dinas Peternakan dan Perikanan 4.696.439.156
KABUPATEN/KOTA
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Dinas Peternakan dan Perikanan 7.425.368.400
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Dinas Peternakan dan Perikanan 11.415.120.201
PERTANIAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN Dinas Peternakan dan Perikanan 374.581.800
MASYARAKAT VETERINER
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 45.837.611.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 1.635.000.000
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 40.049.152.200
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4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat Daerah 850.000.000
KABUPATEN/KOTA
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 2.989.913.800
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 1.445.448.200
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat Daerah 1.655.471.900
KABUPATEN/KOTA
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 129.176.095.200
KABUPATEN/KOTA
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat Daerah 24.545.737.950
KABUPATEN/KOTA
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat Daerah 1.254.012.000
KABUPATEN/KOTA
4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sekretariat DPRD 33.371.321.205
KABUPATEN/KOTA
4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sekretariat DPRD 19.383.327.100
5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 6.061.373.600
KABUPATEN/KOTA Pengembangan Daerah
5.01 PERENCANAAN 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 2.526.993.650
PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan Daerah
5.01 PERENCANAAN 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 3.314.500.000
PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan Daerah
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan 1.175.392.000
Pengembangan Daerah
5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 83.625.161.488
KABUPATEN/KOTA
5.02 KEUANGAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 344.878.845.023
5.02 KEUANGAN 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.247.589.110
5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 7.133.723.952
KABUPATEN/KOTA
5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Badan Pendapatan Daerah 5.039.809.500
5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 6.204.287.810
KABUPATEN/KOTA Daya Manusia
5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 4.566.106.200
Daya Manusia
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 4.373.140.000
Daya Manusia
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Inspektorat 6.186.786.600
KABUPATEN/KOTA
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Inspektorat 2.765.597.800
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  |Inspektorat 1.469.095.400
7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Bondowoso 5.717.310.300
KABUPATEN/KOTA
7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Badean 176.000.000

KABUPATEN/KOTA
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7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Nangkaan 131.813.600
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Kotakulon 176.000.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Tamansari 148.000.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Dabasah 183.800.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Kademangan 164.890.600
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Blindungan 168.000.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Bondowoso 68.963.600
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Bondowoso 144.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Badean 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Nangkaan 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Kotakulon 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tamansari 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Dabasah 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Kademangan 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Blindungan 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Bondowoso 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Bondowoso 66.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Tamanan 1.898.572.200
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Tamanan 21.340.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tamanan 136.066.600

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tamanan 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tamanan 54.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Tenggarang 2.635.722.100

KABUPATEN/KOTA




KODE URUSAN KODE PROGRAM PERANGKAT DAERAH PAGU
URUSAN PROGRAM

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Tenggarang 189.300.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Tenggarang 65.284.350
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tenggarang 878.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Tenggarang 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tenggarang 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tenggarang 72.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Tegalampel 2.531.377.100
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Sekarputih 198.040.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Tegalampel 69.300.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tegalampel 107.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Sekarputih 720.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tegalampel 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tegalampel 48.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Curahdami 2.440.655.500
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 144.000.000
KABUPATEN/KOTA Kelurahan Curahdami

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Curahdami 55.000.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Curahdami 148.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 720.000.000

Kelurahan Curahdami

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Curahdami 80.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Curahdami 72.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Wringin 1.723.038.300
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Wringin 56.760.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Wringin 157.000.000
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7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Wringin 60.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Wringin 78.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Pakem 1.576.337.900
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Pakem 51.722.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pakem 107.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pakem 60.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pakem 48.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Binakal 1.855.777.300
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Binakal 83.461.100
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Binakal 115.682.600

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Binakal 21.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Binakal 48.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Maesan 2.164.565.400
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Maesan 57.750.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Maesan 148.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Maesan 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Maesan 72.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Grujugan 2.396.847.700
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Grujugan 83.000.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Grujugan 149.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Grujugan 50.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Grujugan 66.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Pujer 2.079.754.840

KABUPATEN/KOTA




KODE URUSAN KODE PROGRAM PERANGKAT DAERAH PAGU
URUSAN PROGRAM

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Pujer 25.000.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Pujer 139.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Pujer 60.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Pujer 66.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Wonosari 2.352.827.500
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Wonosari 42.000.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Wonosari 113.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Wonosari 50.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Wonosari 72.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Sukosari 1.559.068.100
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Sukosari 50.000.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sukosari 71.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sukosari 60.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Sukosari 24.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Tlogosari 2.071.325.000
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Tlogosari 39.500.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tlogosari 130.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tlogosari 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tlogosari 60.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Tapen 1.917.459.200
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Tapen 41.300.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Tapen 126.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Tapen 60.000.000
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7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Tapen 54.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Sumber Wringin 1.891.651.800
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Sumber Wringin 72.006.100
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sumber Wringin 89.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Sumber Wringin 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Sumber Wringin 36.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Prajekan 1.846.166.300
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Prajekan 25.400.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Prajekan 98.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Prajekan 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Prajekan 42.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Klabang 1.944.051.220
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Klabang 67.500.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Klabang 144.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Klabang 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Klabang 66.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Cermee 2.223.983.500
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Cermee 112.692.300
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Cermee 180.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cermee 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Cermee 90.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan ljen 1.460.815.600
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan ljen 64.460.000

PUBLIK
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7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan ljen 124.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan ljen 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan ljen 36.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Taman Krocok 1.674.154.700
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Taman Krocok 62.240.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Taman Krocok 98.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Taman Krocok 40.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Taman Krocok 42.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Jambesari Darussholah 1.718.024.100
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Jambesari Darussholah 52.853.240
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Jambesari Darussholah 121.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Jambesari Darussholah 50.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Jambesari Darussholah 54.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Botolinggo 2.017.541.155
KABUPATEN/KOTA

7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kecamatan Botolinggo 39.500.000
PUBLIK

7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Botolinggo 114.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Botolinggo 70.000.000

7.01 KECAMATAN 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Botolinggo 48.000.000

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.884.011.650
KABUPATEN/KOTA

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.334.886.500
KEBANGSAAN

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.233.364.000
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 172.000.000

KEMASYARAKATAN
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8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 160.941.000
SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.704.742.000

PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

2.358.963.932.316



